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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad kerjasama pengelolaan
lahan pertanian yang dikenal dengan istilah mappatesang di Desa Pa’rasangan
Beru, Kabupaten Takalar, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
figih mu’amalah. Praktik mappatesang merupakan bentuk kerja sama antara
pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung secara turun-temurun
berdasarkan kebiasaan adat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya masih
ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakjelasan akad, sistem bagi
hasil, serta hak dan kewajiban para pihak, yang berpotensi menimbulkan
ketidakadilan dan konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik lahan,
penggarap, serta pihak pemerintah desa. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan praktik akad mappatesang
yang terjadi di masyarakat serta dibandingkan dengan ketentuan akad
mukhabarah dalam figih mu’amalah, meliputi rukun, syarat, dan prinsip
keadilan dalam pembagian hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik
kerjasama mappatesang di Desa Pa’rasangan Beru pada dasarnya memiliki

kesamaan dengan akad mukhabarah, namun belum sepenuhnya memenuhi
ketentuan figih mu’amalah. Beberapa unsur seperti kejelasan akad, sistem bagi
hasil, serta penguatan kesepakatan secara tertulis masih perlu diperbaiki agar
tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi
dan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad mukhabarah yang sesuai
syariat, tanpa menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga tercipta kerjasama yang adil, sah secara hukum
Islam, dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of agricultural land management cooperation known as mappatesang in
Pa’rasangan Beru Village, Takalar Regency, and to examine its conformity with the principles of figh mu ‘amalah.
The mappatesang practice is a form of cooperation between landowners and cultivators that has been carried out
for generations based on local customary traditions. However, in its implementation, several issues are still found,
such as unclear contracts, profit-sharing systems, and the rights and obligations of the parties, which have the
potential to create injustice and conflict. This research employs a qualitative method with an empirical juridical
approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving landowners,
cultivators, and village government officials. The data were analyzed descriptively to describe the actual practice
of mappatesang in the community and to compare it with the provisions of the mukhabarah contract in figh
mu ‘amalah, including its pillars, conditions, and the principle of justice in profit-sharing. The results of the study
indicate that the mappatesang cooperation practice in Pa’rasangan Beru Village is essentially similar to the
mukhabarah contract; however, it has not fully complied with the principles of figh mu ‘amalah. Several aspects,
such as contract clarity, profit-sharing arrangements, and written agreements, still need improvement to prevent
losses to either party. Therefore, efforts are needed to socialize and educate the community regarding mukhabarah
contracts in accordance with Islamic law while preserving local wisdom, so that a fair, lawful, and sustainable
cooperation can be achieved.
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1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Al-Qur’an dan Hadis, sebagai sumber utama hukum Islam, secara tegas menetapkan adanya
aturan mengenai halal dan haram bagi umat Islam. Aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek
kehidupan, termasuk perjanjian akad dalam pertanian yang diajarkan sesuai dengan ketentuan Islam.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hal tersebut.
Oleh karena itu, Al-Qur’an dan Hadis menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam memastikan
bentuk akad yang dilakukan dalam kerja sama pengelolaan lahan sesuai dengan syariat (Institut Agama
Islam Tazkia, 2019).

Pedoman hidup sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani berbagai aktivitas, karena pada
dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bentuk interaksi seperti transaksi,
kerja sama, dan tolong-menolong, baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat guna
mencapai kemaslahatan bersama. Allah SWT telah mengatur perilaku manusia dalam bermuamalah
sebagai acuan dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, terhindar dari konflik sosial yang
berkepanjangan serta persengketaan yang merugikan kedua belah pihak (Kurniawan, Kara, &
Misbahuddin, 2025).

Beragam kebutuhan dalam kehidupan sosial memberikan pelajaran bahwa hubungan
antarmanusia sangat penting, terutama dalam praktik muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan
transaksi lainnya. Hampir seluruh aktivitas masyarakat, khususnya di Indonesia, berkaitan dengan sektor
pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian. Indonesia sebagai negara yang kaya akan
sumber daya alam memiliki potensi besar dalam bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai
sumber penghasilan utama. Dalam sistem ekonomi Islam, pemanfaatan tanah sebagai sumber daya
dilakukan melalui kegiatan pertanian (Muctharom, 2024).

Di daerah pedesaan, sebagian besar masyarakat memiliki keahlian dalam bidang pertanian.
Dalam pengelolaan lahan, sering kali diperlukan bantuan orang lain, terutama untuk pekerjaan yang
membutuhkan tenaga besar. Dalam praktiknya, terdapat masyarakat yang telah mengenal akad
mukhabarah dan menjadikannya sebagai dasar kerja sama, yaitu pembagian lahan di mana penggarap
mengelola lahan sementara pemilik lahan menunggu hasil panen. Hal ini umumnya terjadi ketika
pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sendiri (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023).

Pertanian sebagai sektor yang banyak diminati menjadi fokus utama dalam kerja sama karena
terdapat aturan yang harus dipatuhi, salah satunya adalah akad. Dalam Islam, akad harus didasarkan
pada kesepakatan kedua belah pihak yang memiliki kehendak atas isi perjanjian tersebut, yang juga
merupakan bagian dari rukun akad (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Akad merupakan suatu
perjanjian antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu. Dalam realitasnya, banyak masyarakat
Indonesia memanfaatkan lahan kosong melalui kerja sama, karena tidak semua petani memiliki lahan
sendiri sehingga mereka harus bekerja sama dengan pihak lain dan melakukan sistem bagi hasil (Astuti
etal., 2023).

Berbagai bentuk muamalah dalam bidang pertanian seperti bagi hasil dan sewa menyewa
memerlukan aturan hukum yang jelas untuk menghindari konflik. Salah satu bentuk yang banyak
digunakan adalah akad mukhabarah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem
bagi hasil. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyediakan lahan, sedangkan penggarap menyediakan
tenaga serta modal seperti bibit dan pupuk untuk memperoleh hasil panen yang optimal (Nazari, 2023).

Dalam praktik di masyarakat, akad mukhabarah sering ditemukan di pedesaan sebagai solusi
bagi pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dan penggarap yang tidak memiliki lahan.
Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak memperolen manfaat dari kerja sama tersebut. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip
syariah, terutama dalam pembagian hasil dan pemanfaatan lahan (Suhaera, 2024).

Fenomena ketidaksesuaian praktik akad mukhabarah dengan prinsip syariah menunjukkan
adanya kesenjangan antara teori figh muamalah dan praktik di lapangan. Dalam Islam, setiap bentuk
kerja sama harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak mengandung unsur gharar
(ketidakjelasan) dan zulm (kezaliman). Oleh karena itu, penting adanya pemahaman yang komprehensif
dari masyarakat terkait konsep akad yang benar sesuai syariat (Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).
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Dalam praktiknya, akad mukhabarah memiliki ketentuan yang jelas, baik dari segi rukun
maupun syarat. Rukun tersebut meliputi pihak yang berakad, objek akad, serta sighat (ijab dan kabul),
sementara syaratnya mencakup kejelasan pembagian hasil dan kesepakatan yang tidak merugikan salah
satu pihak. Ketidaksesuaian terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau
fasid menurut hukum Islam (Nazari, 2023).

Selain itu, pembagian hasil dalam akad mukhabarah seharusnya ditentukan berdasarkan
persentase yang disepakati di awal, bukan dalam bentuk nominal tetap. Hal ini bertujuan untuk menjaga
keadilan antara kedua belah pihak, karena hasil pertanian sangat bergantung pada kondisi alam yang
tidak pasti. Oleh karena itu, penentuan hasil secara tetap dapat berpotensi merugikan salah satu pihak
(Astuti et al., 2023).

Dalam konteks masyarakat pedesaan, praktik adat sering kali menjadi landasan utama dalam
melakukan kerja sama pertanian. Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun dianggap sebagai
sesuatu yang benar dan sulit untuk diubah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, adat dapat dijadikan
sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Suhaera, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya memahami akad dalam Islam. Edukasi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga pendidikan,
tetapi juga oleh tokoh agama dan pemerintah setempat agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas
muamalah secara benar dan sesuai syariat (Muctharom, 2024).

Lebih lanjut, pemahaman yang kurang terhadap akad mukhabarah juga dapat menyebabkan
terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil. Dalam beberapa kasus, penggarap atau pemilik lahan
dapat memperoleh keuntungan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini
bertentangan dengan tujuan utama muamalah dalam Islam, yaitu 4sladl Gssd (mewujudkan
kemaslahatan bersama) (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Di sisi lain, kerja sama dalam bidang pertanian sebenarnya memiliki potensi besar dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sistem bagi hasil yang adil, pemilik lahan dan
penggarap dapat saling menguntungkan serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Oleh karena
itu, penerapan akad yang sesuai syariah sangat penting untuk mendukung keberhasilan kerja sama
tersebut (Nusur, Malik, & Rasdiana, 2023).

Permasalahan lain yang sering muncul adalah tidak adanya bukti tertulis dalam perjanjian kerja
sama. Perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian
hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam Islam, pencatatan akad dianjurkan untuk
menjaga kejelasan dan menghindari konflik, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip-prinsip muamalah
(Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Selain itu, pemanfaatan lahan di luar kesepakatan awal, seperti penggunaan lahan untuk
budidaya lain tanpa izin pemilik, juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Tindakan tersebut
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akad karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah
disepakati kedua belah pihak (Nazari, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik akad
mukhabarah di masyarakat masih memerlukan perhatian dan kajian lebih lanjut. Analisis terhadap
praktik yang terjadi di lapangan sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dengan
prinsip figh muamalah, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan aplikatif bagi masyarakat
dalam menjalankan kerja sama pengelolaan lahan secara adil dan sesuai syariat (Suhaera, 2024).

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman
secara mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya
terkait praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian. Pendekatan ini berlandaskan pada
keterkaitan antara fenomena yang diteliti dengan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,
sehingga mampu menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari secara alami. Sebagaimana dijelaskan
oleh Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam
kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
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menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi atau fenomena yang terjadi
tanpa melalui proses eksperimen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung realitas yang terjadi di lapangan.
Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian
yang terjadi di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam
perspektif figh muamalah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum
Islam, tetapi juga melihat implementasinya dalam kehidupan masyarakat di Desa Pa’rasangan Beru,
Kabupaten Takalar.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pa’rasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten
Takalar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian
yang menarik untuk dikaji, khususnya terkait penerapan akad mukhabarah berbasis adat lokal. Adapun
objek penelitian ini adalah proses akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, termasuk sistem
pembagian hasil serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah Islam. Waktu penelitian dilakukan dalam
periode tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan.

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan akad mukhabarah dalam praktik kerja
sama pengelolaan lahan pertanian di Kabupaten Takalar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip figh muamalah. Fokus tersebut mencakup bentuk akad yang digunakan, pemenuhan rukun dan
syarat akad, sistem pembagian hasil, serta kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain
itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait akad mukhabarah
serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya di kalangan masyarakat petani. Dengan
demikian, deskripsi fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai
praktik akad mukhabarah agar dapat dinilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan akad
mukhabarah, baik dari pihak penggarap maupun pemilik lahan, serta melalui observasi langsung
terhadap praktik kerja sama yang berlangsung. Data ini digunakan untuk mengetahui persepsi,
pengalaman, dan realitas yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari
berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dalam praktik kerja
sama pengelolaan lahan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan narasumber untuk
memperoleh informasi yang lebih rinci terkait pelaksanaan akad mukhabarah. Adapun dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto, dokumen, maupun rekaman yang mendukung proses
penelitian dan sebagai bukti pendukung terhadap data yang diperoleh.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen
utama. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat
dokumentasi sebagai instrumen pendukung. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan
langsung terhadap praktik akad, melakukan wawancara dengan pihak terkait, serta mengumpulkan
dokumen yang relevan guna memperoleh data yang akurat dan komprehensif.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa kriteria, yaitu
kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data
yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dependabilitas bertujuan untuk menjaga
konsistensi dan ketelitian dalam proses penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya.
Sementara itu, konfirmabilitas digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian didukung oleh data
yang valid dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari
tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
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cara menyaring dan merangkum data yang diperoleh agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan
penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman
terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan
hasil analisis data yang telah diverifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Praktik kerja sama mappatesang dalam pengelolaan lahan pertanian di Desa Pa’rasangan Beru,
Kabupaten Takalar, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, di antaranya
keterbatasan waktu pemilik lahan serta kepemilikan lahan yang tidak diimbangi dengan kemampuan
untuk mengelolanya secara langsung. Sebagian pemilik lahan memiliki pekerjaan utama lain seperti
nelayan atau pedagang, sehingga tidak dapat mengelola sawahnya secara optimal. Kondisi ini
mendorong terjadinya kerja sama dengan penggarap agar lahan tetap produktif dan tidak menimbulkan
kerugian (Muctharom, 2024). Selain itu, keberadaan lahan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal
berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, sehingga kerja sama menjadi solusi yang rasional bagi
pemilik lahan. Dalam konteks ini, praktik mappatesang tidak hanya menjadi pilihan ekonomi, tetapi
juga bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Suhaera, 2024).
Sistem sosial masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai gotong royong dan adat istiadat turut
memperkuat keberlangsungan praktik ini secara turun-temurun, sebagaimana juga ditemukan dalam
penelitian di desa lain yang memiliki pola serupa dalam pengelolaan lahan pertanian (Nusur, Malik, &
Rasdiana, 2023; Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

Faktor kepercayaan menjadi landasan utama dalam praktik akad mappatesang. Kedekatan
hubungan sosial antarwarga memungkinkan terjalinnya kerja sama tanpa prosedur formal yang rumit,
bahkan sering kali hanya melalui kesepakatan lisan. Dalam masyarakat pedesaan, relasi sosial yang kuat
sering kali menggantikan fungsi hukum formal, sehingga kepercayaan menjadi modal utama dalam
menjalin kerja sama ekonomi (Astuti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya
memandang aktivitas pertanian sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya
menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga. Bahkan, dalam beberapa kasus,
kesepakatan dapat terjadi tanpa proses negosiasi yang panjang karena masing-masing pihak telah
memahami peran dan tanggung jawabnya secara sosial (Nazari, 2023). Dengan demikian, praktik
mappatesang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan lahan, tetapi juga sebagai sarana
mempererat hubungan sosial dalam masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, akad mappatesang dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis
maupun saksi formal. Kesepakatan hanya didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman bersama
mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun secara sosial hal ini dianggap cukup dan
telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, namun dalam praktiknya sering
menimbulkan potensi konflik akibat perbedaan penafsiran, khususnya dalam hal pembagian hasil dan
tanggung jawab ketika terjadi kerugian. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang
menunjukkan bahwa kesepakatan lisan tanpa pencatatan yang jelas cenderung menimbulkan
ketidakpastian dalam sistem bagi hasil pertanian (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Bahkan, dalam
beberapa kasus, kondisi ini dapat memicu perselisihan akibat kurangnya transparansi dalam pelaporan
hasil panen serta tidak adanya standar pembagian yang disepakati secara tertulis (Nazari, 2023;
Muctharom, 2024).

Pembagian tanggung jawab dalam sistem mappatesang menunjukkan adanya struktur kerja sama
yang saling melengkapi antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan hanya menyediakan tanah,
sedangkan seluruh proses pengelolaan seperti pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengairan,
hingga panen dilakukan oleh penggarap. Penggarap juga menanggung biaya produksi seperti benih dan
pupuk serta tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses pertanian berlangsung. Pola ini memberikan
peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk tetap memperoleh penghasilan, sekaligus
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membantu pemilik lahan agar tetap mendapatkan manfaat dari aset yang dimilikinya (Suhaera, 2024).
Dengan demikian, sistem ini mencerminkan bentuk distribusi ekonomi yang relatif merata di tingkat
masyarakat desa serta sejalan dengan konsep pemerataan dalam ekonomi berbasis kerja sama (Astuti et
al., 2023).

Tahapan pelaksanaan mappatesang umumnya diawali dengan musyawarah sederhana sebelum
musim tanam dimulai. Kesepakatan mencakup pembagian hasil, tanggung jawab biaya produksi, serta
waktu pembagian hasil setelah panen. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, masyarakat
meyakini bahwa kesepakatan yang dilandasi niat baik sudah cukup mengikat secara moral dan sosial.
Praktik gotong royong dalam proses tanam dan panen juga menjadi ciri khas sistem ini, yang sekaligus
berfungsi untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan memperkuat hubungan sosial antarwarga
(Kurniawan, Kara, & Mishahuddin, 2025). Selain itu, budaya saling membantu ini mencerminkan nilai
kolektivitas masyarakat desa yang masih sangat kuat dalam aktivitas ekonomi mereka (Nusur, Malik, &
Rasdiana, 2023).

Namun demikian, dalam praktik pembagian hasil masih ditemukan ketidaksesuaian dengan
prinsip bagi hasil yang ideal. Pembagian sering kali dilakukan dalam bentuk jumlah tetap, seperti
pemberian beberapa karung hasil panen kepada pemilik lahan, tanpa mempertimbangkan proporsi yang
adil berdasarkan total hasil panen. Hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama ketika hasil
panen tidak optimal atau mengalami penurunan akibat faktor alam. Dalam perspektif figih muamalah,
sistem bagi hasil seharusnya didasarkan pada persentase yang disepakati di awal agar terhindar dari
unsur ketidakpastian (gharar) dan potensi ketidakadilan dalam transaksi (Institut Agama Islam Tazkia,
2019). Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan prinsip
ideal dalam sistem ekonomi Islam (Wahyuningrum & Darwanto, 2020).

Berbagai kendala juga ditemukan dalam pelaksanaan mappatesang, di antaranya tidak adanya
kepastian hukum akibat ketiadaan perjanjian tertulis, potensi ketidakjujuran dalam pelaporan hasil
panen, serta ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan. Selain itu, pemanfaatan lahan di luar
kesepakatan, seperti budidaya ikan tanpa pembagian hasil kepada pemilik lahan, juga menjadi
permasalahan tersendiri dalam praktik ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem
mappatesang mengandung nilai-nilai sosial yang kuat, namun masih memiliki kelemahan dalam aspek
transparansi dan akuntabilitas (Nazari, 2023). Hal ini juga mengindikasikan perlunya penguatan sistem
melalui mekanisme yang lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari (Muctharom,
2024).

Secara umum, masyarakat Desa Pa’rasangan Beru memandang mappatesang sebagai bentuk kerja
sama yang saling menguntungkan dan mencerminkan nilai tolong-menolong (ta’awun). Sistem ini tidak
hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan
memperkuat hubungan kekeluargaan antarwarga. Hal ini sejalan dengan konsep kerja sama dalam Islam
yang menekankan prinsip keadilan, kerelaan, dan keseimbangan dalam pembagian manfaat (Astuti et
al., 2023; Institut Agama Islam Tazkia, 2019). Meskipun demikian, untuk meningkatkan keberlanjutan
dan keadilan sistem ini, diperlukan upaya perbaikan terutama dalam aspek transparansi, pencatatan
akad, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip figih muamalah agar praktik
yang dilakukan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh
(Kurniawan, Kara, & Misbahuddin, 2025).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Sistem bagi hasil dalam praktik mappatesang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis,
dengan pembagian umumnya 75% untuk penggarap dan 25% untuk pemilik lahan. Dalam kondisi
tertentu, seperti musim hujan, penggarap memanfaatkan lahan untuk budidaya ikan tanpa membagi hasil
kepada pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut lebih dipengaruhi adat setempat dan belum
sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejelasan akad dalam hukum Islam.
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Dalam perspektif figh muamalah, mappatesang menyerupai akad mukhabarah yang dibolehkan
dengan syarat adanya kejelasan, kesepakatan, dan keadilan. Secara sosial praktik ini dianggap adil
karena sesuai adat dan pembagian risiko, namun secara normatif masih perlu perbaikan, terutama terkait
kejelasan akad dan pembagian risiko. Ketidakseimbangan muncul ketika pemilik tidak memperoleh
hasil saat gagal panen, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
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